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fertilitas yang tinggi, percepatanpeningkatan jumlahpendudukjugaberkorelasi dengan
tingginya angka migrasi masuk dimana sampai sekarang nengkutu masih menj-adi
salah satu tujuan utama program kansmigrasi. seiring keberhasilan program KB di
Provinsi Bengkulu pada era orde Banr, Lpp dan TFR selama p".iod" lgTo_2000
juga mengalami penuunan yang dramatis. Keadaan ini diduga terkait dengan kuatnya
komitmen pemerintah, pengorganisasian yang baik dan besamya dukungan dana pada
era Presiden Soeharto tersebut. Sementara itu pada era reformasi hasil Sensus Fenduduk
2010 menunjukkan fenomena terbalik dimana terjadi peningkatan angka Lpp dan
TFR di Provinsi Bengkulu. Artinya penurunan yang dramatis ini lebih disebabkan
oleh faktor makro dari pada mikro. Hal ini terlihat jelas bahwa beberapa faktor mikro
(tingkat pendidikan, status ekonomi maupun tempat tinggal desa-kota) yang menurut
beberapa teori berhubungan dengan tingkat fertilitas, tidak dapatmenjelask*p***
dramatis angka TFR Bengkulu. Implikasi hasil kajian ini menjelaskan bahwa kesadaran
masyarakat terhadap norma keluarga kecil belum terbangun secara baik dan realitas sosial
ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi lembaga terkait seperti BKKBN ditengah
menguabrya arus demokratisasi dimana masyarakat bebas berpendapat dan bersika!.
Kata kunci : Fertilitas, Laju Pertumbuhan penduduk, provinsi Bengkulu

PBNnlrrur,unN

Permasalahan kependudukan kembali meresahkan pemerintah dan para pakar
kependudukan di Indonesia. Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan
kenaikan laju pertumbuhan penduduk (Lpp) Indonesia dari 1,45 persen pada
periode 1990-2000 menjadi 1,49 persenpadaperiode 2000-2010. Keresahan ini
sangat beralasan mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencap ai 237 ,6juta jiwa (BPS, 2010), merupakan penduduk terbanyak ke-4 di dunia setelah
cina, India, dan Amerika serikat. walaupun kenaikan Lpp relatif kecil (0,04),
jumlah tersebut menambah secara signiflkan jumlah penduduk Indonesia sebesar
32,6 jttajiwa selama 10 tahun terakhir. persoalan kependudukan Indonesia
tersebutjuga diperberat dengan kondisi kependudukan lain yang kurang baik, di
antaranya masih 60 persen penduduk hanya tamat SD dan bahkan tidak/belum
tamat SD. An gka Human Development Index (rrDl) Indonesia masih menduduki
peringkat ke 1 08 dari 1 8 8 negara (zo}g)dan urutan k e 7 dar, I 0 negara ASEAN
setelah viefiram, di atas Laos, Kamboja, dan Myanmar (I-rNDR 2o0g).

Kenaikan LPP Indonesia selama periode 2000-2010 yang lebih tinggi
daripada satu dekade sebelumnya menunjulftan bahwa selama dasawarsa terakhir
ini pemerintah tidak melakukan upaya serius atau lalai unhrk menurunkan atau
setidaknya menjaga stabilitas pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan
upaya yang dilakukan oleh rezim orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto.
Rezim Reformasi sepertinya kurang memiliki komitrnen dan kurang memandang
strategis permasalahan kependudukan yang telah menjadi perhatian dunia
intemasional sebagaimana disampaikan oleh James Grant, Mantan Direktur
Jendral I-TNICEF, "Persoalan inti pada jaman sekarang ini berkisar di seputar
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Fenduduk Bengkulu rnengalami peningkatan jumlah yang signifikan sejak

awal tahun 1970. Fada saat itu, Bengkulu memisahkan diri dari Sumatera

bagian selatan dan menjadi provinsi sendiri. Dalam perio de 1970-2010, jumlah

penduduk Bengk"ulu telah meningkat kira-kira tigakali lipat, yaitu dari 519.316
j iwa menj adi 1 . 7 1 5 . 5 1 8 j iwa. Grafik 1 memberikan infonnasi bahwa peningkatan

jumlah penduduk secara besar-besaran terjadi pada periode 1980-2000. Periode

ini merupakan periode Provinsi Bengkulu menjadi salah safir daerah tujuan utama

program transmigrasi sejak Repelita I pada era Orde Baru. Sejak Repelita I,
Surnatera menjadi target tujuan utama program hansmigrasi. Sekitar 50 persen

lebih transmigran dari Jawa dikirim ke Sumatra pada periode Repelita II dan

III dari total target nasional dan Provinsi Bengkulu menempati urutan ketiga

setelah Frovinsi Lampung dan Jambi (Hugo dkk 1987: 180-181).

Realitas pengiriman transmigran Jawa ke Provinsi Bengkulu tersebut

ntenjelaskan bahwa migrasi menjadi faktor dominan peningkatan jumlah
penduduk pada periode 197 0-1990 sehingga mudah dipahami apabila angka laju
pertumbuhan perduduk Bengkulu pada periode tersebut menc apau- 4,39 persen,

tertinggi nomor tiga di Indonesia setelah Provinsi Lampung dan Kalimantan

Timur. Angka lajupertumbuhanpenduduk ini (4,39 persen)jauh di atas rata-rata

laju pertumbuhan penduduk nasional yangbanya2,3 persen padaperiode yang

sama (Hugo, dkk 1987: 42-43).

Meskipun dari segi jumlah mengalami peningkatan yang dramatis sejak

tahun 1980, struktur penduduk Bengkulu hingga saat ini tidak mengalami
perubahan besar. Struktur penduduk Bengkulu masih menunjukkan bentuk
yang konvensional, yaitu piramida dengan proporsi penduduk usia 0-14 tahun

yang masih dominan. Data hasil Sensus Penduduk 2010 menunjuk*an bahwa

penduduk usia 0-14 tahun mencapai 30,28 persen, sepertiga lebih dari total
penduduk Provinsi Bengkulu (lihat grafik 2).

Struktur penduduk Bengkulu seperti grafik2 tersebut menunjukkan bahwa

(a) selama 14 tahun, fertilitas di Provinsi Bengkulu belum dapat dikendalikan
secara baik, (b) berat pemerintah Provinsi Bengkulu menanggung beban dalam

menyediakan sarana dan prasarana dasar, antara lain kesehatan, psndidikan, dan

sosial, (c) angka ketergantungan masih cukup tinggi; dan (d) ketika penduduk

muda tersebut mencapai usia reproduksi, penduduk akan tumbuh dengan cepat

untuk beberapa tahun mendatang. Grafik 2 juga menginformasikan bahwa
jumlah pendud'uk laki-laki masih lebih dominan dibandingkan dengan jumlah
penduduk perempuan. Sejak tahun 1970 hingga 2010, rasio jenis kelamin (sex

ratio) penduduk Bengkulu di atas angka seratus yang artinya penduduk laki-laki
lebih banyak dibandingkan dengan penduduk poerempuan (lihat tabel 1).
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sejak memisahkan diri dari sumatra bagian seiatan, Provinsi Bengkulu mulai
berkembang meskipiin sangat lambat. Sebagai wilayah baru yang selama
bergabung dengan Sumatra Selatan relatif tidak mendapat perhatian (terisolir),
penduduk Bengkulu menunjukkan citranya sebagai masyarakat hadisional yang
jauh dari sentuhan modemisasi. sebagaimana layaknya masyarakat tradisional
yang digambarkan oleh teori hansisi demografi, masyarakat bengkulu merupakan
masyarakat yang pro-natalis yang ditandai dengan tingginya angka fertilitas
sebagai respon terhadap tingginya angka mortalitas (Hugo dkk; 1987; dan
Todaro dan Smith, 2003: 303-305). Pada masyarakat seperti ini, anak menjadi
aset dan memiliki nilai ekonomi tinggi sebagaimana dijelaskan oleh Leibenstein
(peletak dasar dari konsep yang dikenal dengan"teori ekonomi tentang fertilitas')
anak dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kegunaannya (utility) dan biaya (cost).
Kegunaannya adalah memberikan kepuasaan, balas jasa ekonomi atau membantu
dalam kegiatan berproduksi, serta menjadi sandaran hidup orang tua di masa
tua. Sebaliknya, pengeluaran untuk membesarkan anak adalah biaya seluruh
kebutuhan dari mempunyai anak tersebut.

Tingginya angka laju pertumbuhan penduduk pada periode 1970- 1990 tidak
terlepas dari apa yang dijelaskan teori Transisi Demografi. Artinya, pertumbuhan
alamiah (natural growth) tinggi dan arus migrasi masuk juga tinggi sebagai
dampak kebijakan transmigrasi oleh pemerintah orde Baru yang menjadikan
Provinsi Bengkulu sebagai salah satu tujuan utama penempatan hansmigran
dari pulau Jawa dan Ba1i.

Grafik 3 menyajikan data tentang perkembangan laju perturnbuhan penduduk
Provinsi Bengkulu. Pada periode 1970-1990, angka pertumbuhan penduduk
Provinsi Bengkulu mencapai 4,39 persen, jauh di atas laju pertumbuhan
penduduk Indonesia secara keseiuruhan yang hanya 2,3 persen. Namun,
sejak periode 1990-2000, laju pertumbuhan penduduk Bengkulu mengalami
penunrnan yang dramatis dari 4,49 percenmenjadi 1,6 persen.

Dari fakta demografi ini dapat dijelaskan bahwa penunrnan ini sepertinya
tidak ada hubungannya dengan modernisasi sebagaimana yang dijelaskan
oleh teori hansisi demografi, yaitu secara makro tingkat modemisasi (tevel of
developmenr) berpengaruh terhadap penunrnan laju pertumbuhan penduduk,
tingkat pembangunan sering diukur dengan angka pertumbuhan ekonomi. Tabel
2 memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi provinsi masih di bawah
laju pertumbuhan rata-rata nasional bahkan mengalami penurunan yang tajam
menjadi 4,93 pada 2008. Artinya, pembangunan di provinsi berjalan la:nbat
dan tidak berhubungan dengan pemrunan laju pertumbuhan penduduk. Dengan
kata lain, ada faltor penyebab lain yang lebih signiflkan dalam mempengaruhi
penunrnan laju perhrmbuhan penduduk yang tajam tersebut.
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Bank Dunia, WHO, dan UNDP telah mampu menunrnkan angka pertumbuhan
penduduk Indonesia dari 2,3 persen pada periode 1 970- 1 980 menjadi 1,4 pada
periode 2000-2010. Program nasional ini dapat mencegah kelahiran sebanyak
85 juta penduduk pada tahun 2000 dan 100 juta penduduk pada tahun 2010
(Permana,20ll).

Meskipun angka pertumbuhan penduduk Bengkulu mengalami penurunan
tajan, pada tahun 2010 angkanya masih lebih tinggi (1,69 persen) daripada
LPP nasional (1,46 persen). Data ini menjelaskan bahwa upaya pengendalian
kelahiran di Provinsi Bengkulu tidak lebih baik dari provinsi lain di Indonesia,
seperti DIY, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Bali yang angka laju
pertumbuhan penduduk mereka pada20L0 di bawah 1 persen (BPS, 2010).

Beberapa pemerhati kependudukan sepakat bahwa melemahnya program
pengendalian kelahiran salah satunya disebabkan oleh peran BKKBN yang
termarginalkan sejak era refonnasi. Isu pengedalian penduduk terkooptasi oleh
eforia politik yang berkepanjangan hingga saat ini. Anggaran pembangunan dan
fokus perhatian pemerintah lebih berorientasi pada agenda-agenda politik, seperti
pemilu, pilkada, serta korupsi elite politik dan pemerintah. Lebih jauh, peran
BKKBN dikerdilkan dengan kebijakan otonomi tentang tugas pengendalian
penduduk kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Fakta di lapangan
menunjukkan bahwa telah terjadi pengurangan petugas lapangan Keluarga
Berencana (PLKB) secara nasional sejak sebelum otonomi daerah dan setelah
otonomi daerah, dari 35,000 petugas menjadi 22,000 petugas, sedangkan institusi
yang mengurusi KB telah digabung dengan lembaga-lembaga lain seperti Dinas
Sosial atau Pemberdayaan Perempuan sehingga upaya pengendalian penduduk
menjadi tidak fokus (Permana, 201 1). Permasalahan tersebut paling tidak telah
berdampak pada peningkatan angka LPP nasional dari 1,46 persen menjadi
1,49 persen. Kenaikan ini tidak harus terjadi apabila ada komitmen pemerintah
pascareformasi terhadap upaya pengendalian penduduk secara ssrius sshingga
angka perhrmbuhan tersebut dapat diturunkan untuk mencapai target NRR sama
dengan 1 pada MDG's 2015.

TnlcKAT KBr,,lrrrnnu (TtwToret Fnnruurr Rerr)
Harus diakui bahwa komitmen rezim Orde Baru melalui BKKBN dalam

upaya pemrnrnan dan pengendalian kelahiran telah mernbawa dampak yang
signifikan terhadap angka kelahiran di selwuh provinsi di Indonesia, tidak
terkecuali Provinsi Bengkulu. Dari periode 1980-2010, peserta KB aktif
meningkat dari hanya 5 persen menjadi 61 persen secara nasional (perrnana,
2011) dan telah mampu menurunkan angka kelahiran (TFR) dari 5 menjadi 2,3.
(lihat grafik 4).
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mewujudkan penduduk pertumbuhan seimbang, selain juga menetapkan
target capaian MDG's pada20L5 TFR sebesar z,L danNRR sebesar 1. upaya
mencapai target MDG's tersebut jelas tidak mudah mengingat belum tegasnya
komitmen pemerintah untuk menurunkan angka pertumbuhan penduduk. Hasil
sensus penduduk 2010 sungguh di luar perkiraan, TFR Bengkulu 2,5 lebih besar
daripada TFR tahun 2000 (2,4). Hal ini mengindikasikan belum padunya arah dan
strategi upaya-upaya mewujudkan pembangunan berbasis kependudukan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketidaktegasan pemerintah pusat
terhadap persoalan kependudukan dalam derajat tertenfu telah menyebuut*
pemerintah daerah memarginalkan isu kependudukan. Hal itu diperkuat oleh
hasil sensus 2010 yang menunjukkan fakta memprihatinkan berkaitan dengan
penanganan masalah kependudukan sejak reformasi.

Lebih jauh, upaya penunman angka kelahiran selalu berhadapan dengan
nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Masyarakat Bengkulu yang sebagian
besar adalah komunitas tradisional masih cukup kuat memegang nilai-nilai
sosial-tradisional yang terkadang bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan
pemerintah. Penelitian yang dilakukan mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas
Bengkulu di Kabupaten seluma menunjukkan praktik kawin usia muda masih
banyak terjadi karena alasan budaya (paramita, 2010). perkawinan usia dini
akan memberi peluang jumlah anak yang banyak karena masa fekunditasnya
lebih panjang. Hal demikian sesuai dengan apayang ditegaskan oleh Davis
dan Blake (1956).

Tingginya angka fertilitas penduduk Bengkulu pada tahun 2010 juga
dipengaruhi oleh faktor jumlah anak ideal dalam keluarga. Sebagaimana
dikemukakan oleh Freedman (L962) berkaitan dengan nilai ekonomi anak.
Beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia pada tahun 19g0 menyimpulkan
bahwa jumlah anak yang ideal dalam satu keluarga adalah antara 4-6 onng
(Adioetomo dkk., 2010). Mengubah paradigma seperti ini tentu saja bukan
hal yang mudah, meskipun juga bukan hal yang mustahil untuk dilakukan.
Modernisasi dan peningkatan pendidikan masyarakat Indonesia diharapkan
akan mampu merubah pandangan-pandangan yang lebih berorientasi ke norma
keluarga kecil (nuclear family) seperti sebagaimana telah dijelaskan dalam
beberapa teori fertilitas, khususnya teori ekonomi fertilitas oleh Freedman
maupun Todaro dan smith. Namun, belum ada kajian yang dapat dijadikan
rujukan mengenai jumlah anak ideal dalam setiap keluarga di erapascareformasi.

Tabel 3 mengambarkan jumlah anak ideal menurut perempuan yang
pemah menikah berdasarkan tempat tinggal dan pendidikan. Data menunjukkan
bahwa anak ideal di Provinsi Bengkulu adalah 3 anak (pembulatan dari 2,g)
baik mereka yang tinggal di pedesaan maupun diperkotaan, sedangkan tingkat
pendidikan tidak berpengaruh terhadap permintaan jumlah anak. Faktor inilah
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Tingkat fertilitas yang lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding dengan
perdesaan tersebut dapat dijelaskan bahwa fiokus perhatian berbagai program
pengendalian penduduk lebih diarahkan pada masyarakat perdesaan dari pada

perkotaan. Hal ini karena mungkin karena pemerintah menilai bahwa masyarakat
perdesaan yang secara kultural lebih fanatik dengan tingkat pengetahuan kondisi
sosial ekonomi yang relatif lebih terbatas dibandingkan dengan masyarakat
perkotaan dikhawatirkan akan menjadi penyebab tingginya angka fertilitas.
Kekhawatiran inilah yang menyebabkan pemerintah lebih memperhatikan
masalah kependudukan di perdesaan. Sebaliknya, masyarakat perkotaan yang
dianggap lebih berpengetahuan dan lebih sejahtera akan dinilai lebih rasional
dalam perilaku fertilitasnya.

Argumentasi di atas juga dapat dijelaskan dengan baik berdasarkan data
pada graflk 6, yaitu tidak ada hubungan antaratingkat pendidikan wanita yang
pemah kawin dan angka fertilitas total, Wanita kawin dengan pendidikan SMA
ke atas justru memiliki angka fertilitas total lebih tinggi dibandingkan dengan

mereka yang hanya berpendidikan SD, bahkan mereka yang tidak pernah sekolah.

Namun, jika dicermati secara seksama, ada hal yang sulit dipahami berkaitan
dengan hubungan antara TFR dan tingkat pendidikan wanita yang pemah kawin.
Sebagai contoh, pada wanita yang tidak sekolah, angka fertilitas yang diinginkan
hanya 1,9 tetapijumlah anak ideal yang diinginkan 3,2. Demikian juga bagi
mereka yang tidak tamat SD. Sementara itu, mereka yang berpendidikan lebih
tinggi relatif lebih konsisten. Keadaan ini kemungkinan ada kesulitan memahami
maksud pertanyaan pada daftar pertanyaan (mis under s t anding) sehingga
jawabannya ragu-ragu. Kalau fakta ini benar, apa yang selama ini disimpulkan
menjadi suatu teori oleh para ahli bahwa tingkat pendidikan berkorelasi positif
dengan tingkat fertilitas penduduk, perlu dikaji lebih mendalam, khususnya
untuk kasus di Bengkulu.
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Sumbet: SDKI2007
Grafik 6. Pola fertiiitas penduduk bengkulu meriurut pendidikan
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kajian ini dilalaikan dengan mencermati data-data sekunder. Ketajaman kajian

ini dalam derajat tertentu dipengaruhi oleh ketersediaan data sekunder yang

ada dan dapat diakses oleh peneliti. Sebagaimana diketahui bahwa membahas

kharakteristik sosio-demografi penduduk merupakan wilayah yang sangat

luas dan kompleks. Penjelasan akan lebih detail dan komprehensif apabila

didukung oleh kersedi aan data,baik sekunder dan utamanya primer. Mengingat

keterbatasan tersebut, kajian ini hanya menggunakan data hasil SDKI 2007

karena secara metodologi, hasil pendataanaya dapat dipertanggungiawabkan

dan merupakan data terkini. Sementara itu, data hasil sensus penduduk 2010

belum dapat diakses secara luas. Karakteristik akseporyang akan dikaji dalant

tulisan ini menyangkut tempat tinggal, pendidikan, dan status ekonomi, serta

jenis kontrasepsi yang digunakan.

Tempat Tinggal
Secara sosiologis, perilaku seseorang sering difokuskan pada budaya dan

aturan-aturan tempat dia tinggal (Curtis dan Lamber dalam Hagedorn, 1990:

35). Lingkungan tempat seseorang tinggal akan mempengaruhi perilaku sosial.

Perilaku mereka yang tinggal diperdesaan akan berbeda dengan mereka yang

tinggal diperkotaan. Alasan yang melatarbelakangi pernyataan ini adalah

secara umum kota merupakan simbol modernisasi, sedangkan desa adalah

simbol hadisi. Dari segi pekerjaan, orang kota lebih banyak bekerja di sektor

non-pertanian, sedangkan orang yang tinggal di perdesaan banyak bekerja di

sektor pertanian. Gee (1990) menjelaskan bahwa wanita di daerah perkotaan

cenderung bekerja di luar rumah dibandingkan dengan perempuan yang tinggal

di perdesaan.

Pada level masyarakat, ditemukan ada hubungan yang negatif antara

proporsi wanita yang bekerja di luar rumah dan tingkat fertilitasnya. Dengan

kata lain, pada masyarakat dengan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita yang

tinggi akan memengaruhi rendahnya angka fertilitas. Hal demikian jugaberlaku

pada tingkat individu, yaitu perempuan.yar;g bekerja di luar rumah memiliki
sedikit anak dan sebaliknya (Gee in Hagedor, 1990; Hugo at.al,1987). Namun,

diduga bahw a apayangdisinyalir oleh para ahli dan beberapa kajian sebelumnya

tidak serta-merta dapat menjelaskan fenomena fertilitas di Bengkulu. Tabel

4 menggambarkan bahwa tidak ada hubungat antara daerah tempat tinggal

dengan penggunaan konhasepsi. Bahkan para wanita yang tinggal di perdesaan

memiliki tingkat partisipasi terhadap program Keluarga Berencana lebih tinggi
dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan (74,9 persen dibanding

71,6 persen).

34 | Jurnat Kependudukanlndonesia

'1Hll.ffiiI
qldh2flr

-rErDe
lHrr SDKI zffil

Ada beberapr
kmq sejak otr
fryrLterjadipem
llouiasi Bmgkutu
igrtahryaten me
f*ryaten*abupa
*m-va hanya
demisasi, mesyz

fuhrdayalamay
mblogis,masyara
dagan nilai-nilain
rr,'n'[rai saat ini maj

ecrtanian
Dengan demil

ilnesih kental denga

bcuali mereka yz

proponir

3,3 persen. Penjek
tinggal di perdesar

telahmendorongp

Fogram-programtr
lebih banyak men
fertilitas dibandinl
,"0* -o6.rn den t
*gka partisipasi p
lebih tinggi dibad

Prniomu<ax

Begitu banyak ahl

sangat signifikan d

parameter modern

berbagai informasi
sikap terhadap setir



ill zroz 'I 'oN'IIA'loA

eEurqes sltl,,l u?p leuors?r grqel w{3 uegeqrued rs?Aom de4es depeqrel deTr
uep reluu e,(up FSqt Eue,( uaryorpued uegueq 'rss^orn u,p rs"uuoJ* rrauqFq
szp 1e4ere,(s?u uerpess4 ncfiued JolryJ rpefueur rs?sfiuepolu repured
usp role{1pur reEeqes wTprpued .sstmueJ p{Eql uu8usp ue>pnuErs pgur
Eued u?Emqnq re,(unduetu ualrprpued mr{e,(eur Bue,( ilqe {"dmq qpeg

I\fiDtr(tr(IltEltr

'ueeloqred 4npnpued ueEuap uapurpueqlp rE8uq qg BrrBcuerog eErenley urerS0rd depeqrq uuesepred >lnpnpusd Feolsluea 
"rd uelqeqefuetu IuI leq Eue,t ue8uorop 1eq{V 'ue4rprpuedreq wp Erepour qr$I

deEEuep JIrEIer Eue,( ueelo4red p1ere.(seur ue8uep uel8urpueqrp s"lml* l ueqepue8ued urerEord usgnlues up rsesrTursos uapedepusur 4edueq +H ueesepred luleredseur eSSurqes ueusepred qef,e[rn eq u.(uuerEord-rue.6od
ualqereEueur qlqel ,Ng.)tyg 

1uI I"q urelep Bued ,qelqrsured Buoropueru qq4
n+l I?H 'sqeleuord qrqel leuorslpe4 lelru_repu ueEuap ueesspred rp le8Eua
Eue{ erseuopul 1e4ere,($ru umum aJeces q?iep mq ueselefue4 .uesred 

fg edueq qre,('uelgruErs dn4nc {?pll epe Eue,( gy rold"* ,rroaorO *rp"qr"A
qelo ue}lnfunllp 1uI IeH 'np>18ueg Bto{ }p 1e88ur1 Buu,( elereru r1snce{
'leuorspe4 relp-legu ue8uep ueeseped pleredseur efupng ueEuop I,rue{ ws,nr ueulo4red qeroep m le8Eurl Sued nln48ueg Inpnpued 

,uaurnuep ue8ueq

'uerueged
Joqes ry efte>1eq 8ue,( >1e,(ueq qrgol qrs,ru 4npnpued se1po,(eur I.,I ls,s redues
mrouo{e mDlruls Irep lnqllp ue,[g?qoleuorsrpe.rl pqere,(seu pllu_lel[u ueEuep
Ique{u"p rr*Ir$reB:eJaru grs,ru>Inpw uepdnqal rp ,to{t,TsJ€r(seur,srEol0rsos
?recos qmf glqeT .leuorsrp,4 rrep ueesepred p4ere,{seru ry ref,,eaneletepnq u?p
rsplael uuSuep leleredsBru rrB)lurlllracuow qrs?Iu e.(qaprer(sBur 

. 
rs?s rErepoE

T{EP 
undneur seurseJ r8es ueg 'rs"J}srur..,p€ w}eqes edueq e.(ureueqes

Euef e1o1 nqr Eurseur-Burseur ueldeleueu rpret lnqesrel uelednqe4-uelednqz;1
'rueq uepdnqe4ledrue ep: uup ,uepdnqe>1 rrulrqrues lpefueur 

""inA"qn{ 
nau

pep uepdnqe{ rrere>lerued 1pe[4 €002 urule1 >1utes Bued nlnl8ueg Isu.r ord
ueEuep e8n[ uenlrueq'sto{/uopdnqe4 uep rsuvrord ue.ru4surad pefte1 ryfuuq '€002 unqel U€ 'oN 6y1 ueSuep renses ue441nE1p urouolo 4rt", ,n*rg"4
'tur gerEourep sl{eJ ue8uep trp{re} Bued ueseieiued edereqeq 

"pV

turpueqrP uesred O'ft
ttEuqqtqelewcuanl
ueesepred 1p pEEw E

1eEBq1 feftusf gurau

1eqe1 'qn4Eusg IP t

e,fuumleqeswTF{sd

'unrue51'Gg6t Tl"
[rrJEerlr wluru rEtq

n4elrsqeEnfueqlq
Euer(qrue,retn4w
ueEus( 'e^usslqqrq

eJslu? grleEau Euer(

pEEuntue,(usndm
uealoqred IIereeP IP
p ufre4eq ry,tuequ
roDles Ip sb{eqry
q"pp" esap ur48ur
rlsl?pe rur usu1s.f,r

Eual elsreu ue8q
'l?Isos nlepedqna
:066I 'uropeEell u
uep er(epnq uP,ed I

eges'rurouola srry

rrrel?p rfuryp ule fi
619g 4npnpued sm

ue4qe,uefflun8flqt

t00z Dtcs IIssIt x
pEqtueprauudr
ellqede grsuegar&

letues Euer( qp,{zg

ssr[Bgrllelu 
"lrIIEqt Eue[ repunles eqq

uarlel uuuefu1e)I :
l00Z unqpl ia88ur; ledun; ]&muey\J rsdese4uo;1 ueleun3guay,n Bue,( qeryua11 **rAt'rS"q*sre ., Ieqp,1

(oor)mr



keputusan, y..gng diambii akan lebih bijak. Pendidikan juga diyakini tidak saja

berhubungan dengan persoalan fertilitas, tetapi juga berbagai permasalahan

sosial-ekonomi lainnya (Todaro dan Smith, 2003; Hugo et.al,1987 ,Hagerdorn,
1990, Sunaryanto, 1998).

Fakta demografi hasil SDKI 2007 sebagaimana yang digambarkan
pada tabel 5, yaitu hubungan keikutsertaan KB dengan tingkat pendidikan,
tidak menunjukkan lazimnya sebagaimana yang disinyalir para ahli. Tingkat
pendidikan tidak berkorelasi positif dengan keikutsertaan KB. Lebih jauh, data

daiam tabel 5 juga memberi informasi bahwa baik wanita yang berpendidikan
rendah (yaitu tidak tamat SD) maupiln yang menamatkan SMP memiliki tingkat
partisipasi KB yang relatif sama, yaitu 69,0 persen dengan 69,3 persen.

Sebagaimana ielah disinggung sebelumnya, kelemahan menggunakan
data sekunder adalah analisis hanya dibatasi oleh ketersediaan data dan
informasi. SDKI 2007 tidak menyediakan alasan mengapa mereka ikut KB.
Mengacu pada fakta-fakta sebelumnya, sebagaimana dijelaskan pada Grafik
6 bahwa permasalahar:nya lebih terletak pada tingkat kesadaran masyarakat
terhadap norma keluarga kecil. Pada grafik 6 terdeskripsikan bahwa tingkat
kesadaran mereka terhadap noflna keluarga kecil relatif tidak berbeda bahkan
fakta empiriknya cukup kontroversial, yaitu merekayang berpendidikan tinggi
memiliki tingkat fertilitas lebih tinggi dibandingkan yang berpendidikan rendah.

Kondisi yang demikianlah barangkali yang menyebabkan partisipasi mereka
terhadap penggunaan kontrasepsi relatif tidak berbeda sebagaimana ditunjukan
oleh Tabel 5.

Status ekonomi
Tabel6 menggambarkan diskibusi wanita peserta KB dengan status ekonomi
yang dimilikinya, daiam hal ini dilihat dari indeks kekayaan (wealth index).
Index kekayaan ini merupakan indeks komposit dalam SDKI2007 digunakan
sebagai proxy untuk penghitungan orang miskin dilihat dari kondisi bangunan
yang ditempati dan aset yang dimiliki oleh rumah tangga. Seperti telah
dikemukakan sebelumnya, kekayaan tidak berhubungan dengan fertilitas.
Penjelasan yang menghubungkan kekayaan dengan fertilitas adalah pandangan
yang dikemukakan oleh Maltus bahwa ada hubungan positif antara tingkat
kemiskinan dan tingkat fertilitas. Mereka yang rnemiliki kekayaan lebih akan
cenderung menambah jumlah anak karena mereka merasa mampu untuk
mencukupi kebutuhan pangan $daltus dalam Todaro dan Smith, 2003: 307-309).

Namun demikian, beberapa penelitian di Indonesiayaflg dilakukan di
Jawa menunjukkan fakta yang berbeda, yaitu artaratingkat kekayaan tidak ada
hubungannya dengan tingkat fertilitas (Hugo et.al,1987:157-8). Dari kajian data
sensus tahun 1980 Hugo menjelaskan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi,
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Alat Kontrasepsi

Penggunaan metode kontrasepsi meskipun dipengaruhi oleh aspek medis (emm
dan dampak negatif alat kontarsepsi) dan psikologis (nyarnan, mudah, dr
sederhana), hasil SDKI 2007 menunjukkan kecenderungan yang luat bahm
akseptor memilih metode pil dan suntik. Capaian penggunaan pil adalah 13O
persen, sedangkan metode suntik 46, 9 persen. Upaya BKKBN menggeserb
arah penggunaan kontrasepsi mantap seperti sterilisasi nampaknya masih pe&
perjuangan keras. Alat kontrasepsi, pil dan suntik mudah didapal praktis, da
relatif murah, serta bisa diberhentikan sendiri, sedangkan penggunaan da
pemutusan alat-alat kontrasepsi IUD ataupun alat konhasepsi lain yang harr
menggunakan jasa dokter atau bidan. Secara sosiologis, pilihan bisa dipenganJi
karena kebiasaan masyarakat di suatu tempat. Jadi, faktor keamanan da
kenyamanan dapat dianggap sebagai pendukung.

Rendahnya partisipasi laki-laki dalam keikutsertaan KB juga masil
memprihatinkan. Ada anggapan bahwa soal KB adalah urusan perempum-
Mengubah pandangan seperti ini tentu saja dibutuhkan upaya-upaya yang k€r6.
Sebagaimana paru sosiolog mengatakan bahwa untuk melalorkan perubahr
sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai masyar.akat tidaklatr mudah dilahto.
Hal itu karena perubahan sosial berkaitan erat dengan nilai-nilai kepercayar
ataa agama. Ritzer dan Goodm an, 2004).

Tabel 7. Distdbusi Wanita Menikah yang Menggunakan Konffasepsi Menurut Nfeo&
Yang Digunakan Tahuo 2007

Metode %

Metode Modern 70.4

r Sterilisasi(perempuan) 1,5

r Sterilisasi(laki-laki) 0,1

o Pil 13,0

o IUD 1,7

r Suntik 46,9

. lmplan 5,4

o Kondom 1,8

Total 104 {100}

Metode Tradisionil 3,6

r Kalender L,2

r Senggama terputus 1,8

r Metode lokal 0,s

Total 44 (100)

Sumbet: SDKI 2007
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fertilitas sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap pentingnyr
KB. Hal-hal yang berkaitan dengan upaya penumbuhan kesadaran masyaralt
ini harus diupayakan secara maksimal melalui berbagai kegiatan sosialisasi,
pendidikan, pembimbingan, pemantauan, dan pelayanan yang lebih oprimar. 6p
yang dicapai selama ini masih mengandalkan intervensi pemerintah yang dalm
derajat tertentu ada "pemaksaan" sebagaimana yang dilakukan orde Baru oE
karena itu, ketika intervensi mulai lemah, masyarakat kembali kepada pandmgr
masing-masing terhadap norma keluarga kecil maupun jumlah anak ideal dalan
keluarga. (2) untuk menumbuhkan kesadaran tersebut, upaya mengaktih
lagi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah orde f|4ru maciL
diperlukan seperti mengembalikan peran BKKBN, membangun komitmcr
pemerintah, pendanaan yang memadai dan rentang kendali dan koordinaei
yang baik. (3) sudah saatnya peran institusi kependudukan diotonomkre
sesuai dengan mandat uu No 52 tahun 2009, tidak digabung dengan institui
lain sehingga program dan kegiatannya akan lebih fokus dalam menangai
berbagai permasalahan kependudukan dan dampak ikutannya. (a) Kajian-k4iir
yang lebih berorientasi pada faktor-faktor mikro lebih ditingkatkan karesa
fhktor-fbktor tersebut berkorelasi kuat dengan tingkat kesadaran masyaraH
terhadap upayapengendalian fertilitas. untuk itu, membangun kemikaan antrr
BKKBN dengan institusi terkait lebih ditingkatkan seperti kerja sama de,nga
Pusat sfudi Kependudukan universitas, Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia (PKBI), Koalisi Kependudukan danpembangun an, lembagaswadaya
masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah kependudukan dan
juga membangun kerja sama dengan lembaga-lemb aga agmnadan para tokoh
masyarakat.
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